PEMERINTAH KABUPATEN BURU SELATAN

DINAS PENDIDIKAN i :
alan Manggs Thea — Namrole MUTUSKARN
. I Menetapkan
[ KESATU Memberikan [zin Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Petama (SME HEGER
IHEA:HMHW“H.MNI_H_WJMFH_IM&HHD_H_ SATAP 02 KEPALA MADAN Desa WAEKEKA Kecamatan KEPALA MADAN
NOMOR - 420 1/524PEND-BS/201 KEDUA :  Memberikan Kewenangan Kepada Mepals Pendidikan Sekolat Menengah Partama

SNy NEGERI SATAP 02 KEPALA MADAM dalar
yang sesual dengan ketenfuan yang beraku
TENTANG KETIGA Melaporkan hasil belajar kepada Kepala Dinas Pendidican Kabuosien Bury Selstan

proses kegalan belaas mengajar

IZIH OPERASIOMAL £ dalam bentuk Laporan Bulanan untuk dijadikan bahan evaluas
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA [SMF) NEGER| SATAP 02 KEPALA MADAN KEEMPAT Segala blaya yang timbul sebagai akibal dikeluarkannya surat :
DESA WAEKEKA KEC KEPALA MADIAN KABUPATEN BURL SELATAN i e et
= i abankan pada anggaran yang sesus
KELIMA Feputusan ini Berlaku sajak tanggal ditetapkar
PLT KEPFALA DIMAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BURU SELATAN Ditetapkan di  : Namrole

plamber 201E

Pada Tanggal : 79 5&

. . Fhi. KEFBLA DINAS FENDIDUAN
Menimbang a Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan khususnya pendidikan formal KABLPATEN BURL SELATAN
i Kabupaten Bury Selatan diperlukan perhatian dan dukungan dari semua plhak untuk
membuka Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) NEGERI SATAP 02 KEPALA
NADIAM,
b Bahwa untuk maksud tersebut dan sesuai siudi kelayakaan, maka dpandang perlu _
untuk memberikan izin operasional pada Sekofah Menengah Pertama (SMP) NEGER! — —
SATAP 02 KEPALA MADAN EQISON BILORO,.S.Pd
¢ Bahwa berdasarkan pefimbangan sebagaimana di maksud pada point a dan b diatas Fambina
maka perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Habupten Buru NIF. 18620807 198403 1 015
Selatan.

Mengingat 1. Undang-undang nomor 32 Tahun 2008 tentang FPembentukan Kabupaben Buru Selatan Tembirgan disampaikan Kepada Yth
di Provinsi Maluku 1. Direklorat Jenderal Sekalah Dasar Kemdikbud di Jaicarts
2. Undang-undang nomer 32 Tahun 2004, tertang Pemerintahan Daerah (Lembaga Bupati Buru Selatan di Nammb,
Negara Repubdk Indonesia Tahun 2008 Momor 58 Tambahan Lembaran Megera Kepala UPTD Pendidien Kecamatan Kepala Madan di Biloro;
Repubik Indonesia Nomor 3844), Srsig;
3 Undang-udang Momor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Kevangan Antarsa
Pemerinlah Pusat dan Daerah |
4, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Momor 25 Tahun 2000 tantang Kewenangan
daerah dan kewenangan provingl sabagai daerah atonom (Lembaran Negera Republik
indonesia Nomor 3525) ;
5. Undag-undang Momaor 20 Tahun 2003 tentang Sistemn Fendsdikan Masional (Lembaran
Megera Momor T8 Tahun 2003; Tambahan Lembaran Negaera Indonesia Mamor 2200
§. Peraturan Permerintab Momar 38 Tahun 1992 tentang Paran Sera Masyarakat dalam
Pendidikan Masional
7. Kepulusan Menier Pendidikan Masional Nomor 044/U/2002 tentang Pendidikan dan
Dheswan Komile Sekolah.
8. Perasturan Pemerintah Republk Indonesia Momor 27 fahun 1880 tentang Pendidikan
Prasskolah [ Lembaran Megera Republik Indonesia fahun 1230} sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Momear 54 tahun 1998 tentang
Pendidikan PraSekolah (Lembaga Nagara Republik Indonesia Nomor 3762)
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